
S A L I N A N 
 

 

 

BUPATI TANAH LAUT 

 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 57 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

 

RENCANA INDUK 

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN TANAH LAUT        

RADIO TUNTUNG PANDANG FM 

TAHUN 2023-2028 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang : a. bahwa  dalam  rangka  melaksanakan ketentuan 

Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan 

Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio 

Tuntung Pandang FM, maka perlu menetapkan 

Rencana Induk Lembaga Penyiaran Publik Lokal 

Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM;  
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Rencana Induk Lembaga Penyiaran 

Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung 

Pandang FM Tahun 2023-2028; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 
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2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2002   tentang 

Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4252), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6841); 
 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 
 

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Rebuplik Indonesia Nomor 6856); 
 

5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik 

Indonesia Nomor 6856); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang 

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 4485) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 

Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan 

Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6658); 
 

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 

304) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita 

Negara Republik Indonesia  Nomor 927); 
 

8. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika  

Nomor 380/RF.01.02/2020 tentang Izin 

Penyelenggaraan Penyiaran LPPL Radio Tuntung 

Pandang; 
 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 

Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga 

Penyiaran Publik Lokal Kabupaten  Tanah Laut Radio 

Tuntung Pandang FM (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah    Laut Nomor 7); 
 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); 
 

11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2021 

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan 

Pengawas, Dewan Direksi, dan Unsur Organisasi 

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah 

Laut Radio Tuntung Pandang FM (Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 51);  

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan 

 

 

: 

 

 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK 

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN 

TANAH LAUT RADIO TUNTUNG PANDANG FM 

TAHUN 2023-2028. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah 

Laut. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas, 

Badan, Kantor, Kecamatan, dan Kelurahan yang menjadi 

kewenangan daerah. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut yang 

selanjutnya disebut LPPL adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal 

berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, 

menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, 

netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk 

kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan  dengan Radio 

Republik Indonesia (RRI). 

7. Rencana Induk adalah perencanaan yang menitik beratkan uraian 

kebijakan institusi. 

8. Radio Tuntung Pandang FM adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal 

Kabupaten Tanah Laut. 

9. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, 

gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter 

baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima 

melalui perangkat penerima siaran. 

10. Produksi Program Siaran Radio adalah proses pengelolaan ide atau 

gagasan dengan mentransfer naskah suara dan menjadi suatu hasil 

nyata dari ide tersebut. 

11. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan 

serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak 

dan wilayah di Daerah dengan menggunakan spektrum frekuensi 

radio. 

12. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat 

kepada Negara melalui LPPL Radio Tuntung Pandang FM sebagai 

wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik 

yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada 
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Pemerintah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Instansi berwenang, 

dan Lembaga masyarakat. 

13. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang 

menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara 

umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan 

berkesinambungan. 

14. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang 

berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga 

penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk 

mencapai tujuan Lembaga penyiaran publik. 

15. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga penyiaran publik 

yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga 

penyiaran publik. 

16. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disebut KPIP 

adalah Lembaga negara yang bersifat independen yang ada dipusat, 

sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang 

tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2002 tentang Penyiaran. 

17. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID 

adalah Lembaga negara yang bersifat independen yang ada di 

Kalimantan Selatan, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang 

penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. 

18. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah 

acuan bagi Lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan 

dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia. 

 

BAB II 

RENCANA INDUK LPPL RADIO TUNTUNG PANDANG FM 

 

Pasal 2 

 

(1) Rencana Induk LPPL Radio Tuntung Pandang FM Tahun 2023-2028 

adalah dokumen program kegiatan LPPL Radio Tuntung Pandang FM 

untuk periode 5 (lima) tahun yang terhitung mulai Tanggal 21 Juli 

2023 dan berakhir pada Tanggal 31 Januari 2028.    

(2) Rencana Induk LPPL Radio Tuntung Pandang FM Tahun 2023-2028 

merupakan landasan bagi semua unsur di lingkungan LPPL Radio 

Tuntung Pandang FM dalam melakukan Program dan Kegiatan 

sesuai dengan tugas dan fungsi LPPL Radio Tuntung Pandang FM 

yang telah ditetapkan dan dijadikan bahan acuan dalam evaluasi 

kinerja LPPL Radio Tuntung Pandang FM.  

 

Pasal 3 

 

(1) Rencana Induk LPPL Radio Tuntung Pandang FM Tahun 2023-2028 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan 

sistematika sebagai berikut:  
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a. Bab I      : Pendahuluan; 

b. Bab II     : Profil Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten   

Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM; 

c. Bab III    : Rencana Induk; 

d. Bab IV    : Peluang dan Tantangan; dan 

e. Bab V     : Penutup. 

(2) Rencana Induk LPPL Radio Tuntung Pandang FM Tahun 2023-2028 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB III 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 4 

 

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pendapatan lainnya 

yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 5 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Laut. 

                             

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 11 Mei 2023 

 

                   BUPATI TANAH LAUT, 

    

 Ttd 

 

       H. SUKAMTA 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 11 Mei 2023 

 

   SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

    Ttd 

 

     H. DAHNIAL KIFLI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 57 


